- SALINAN

BUPATI KARANGANYAR
PROVIN SI JAWA TEN GAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR .
'NOMOR 17 TAHUN 2020
TENTANG '
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF |

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA |
 BUPATI KARANGANYAR, |

.. Menimbang ‘a. bahwa sanksi. adrmmstratlf merupakan salah satu .

’ bentuk sank31 yang dlkenakan bag1 setiap orang yang
;melaku}\an pelanggarfm pc1aturan daerah maumm'
v-peraturan bupati di Kabupatcn Karanganyar,

b, ,ki-»vbahwa g,und lfeteruban dan kelancaran pcrim‘naah-
vsankm administratif bagi pclanggar peraturan daomn
~dan peraturan bupat1 maka perlu mengatux tata cara

' pengenaan sanksi administratif; ' _

c.. .bahwa berdasarkan pcrtlmbangan sebagalmapa
' ‘tersebut pada huruf a c‘an huruf b di atas, maka periu -
1 menctapkan Peraturan Bupau t(:ntanOr "fxte Cara

: Pengenaan Sanksi Adm1mstrat1f

' Mengingat ~ : 1. Undang-Und'ang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

~ Pembentukan Daerah-daerah  Kabupaten = dalam.
'Lingkurigan Propinsi Jawa Tcnvgah'; o |
2. Undang-Undang Nomor - 23 ~Tahun 2014 “tentang
' -}‘Pe‘rrvler‘intéthan Daéréh (Lem'b'ara‘nk Negara Republik
Indonesia- Tahuh 2014 Nomor 244 Taxhbahem
vLembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5587),
’sebagalmana telah dlubah beberapa kali teralkhir
dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tent ang
. Perubahan -Kedua atas Undang—Undang Nomor 23
Tahun 2014 ’tentang Pemerintah Daerah (Le'mbarah'
‘Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58
Tambahaﬁ Lembaran- MNegara Republik Indonesia
Nomor 5679); - o '



g

; Menetapkain

-Peraturan Pefnerin_tah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat ~Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan

~ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)

sgbagaimana telah  diubah derigéln Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemérintah Nomor 18 Tahun 2016
te'ntan’g Perangkat Daerah (Lembaran Negéra Republik
Indonesia - Tahun 2019 Nomo{r 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Satuan  Polisi- Pamohg P}rajka‘ (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Républik Indonesia Nomor 6205);

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4

~ Tahun 2017 tentang Urusan Pemérintahan (Lembaran

Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 4, -
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar
Nomor 72); )

| MEMUTUSKAN: |

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGENAAN
SANKSI ADMINISTRATIF.

 BAB1
KETENTUAN UMUM

V Pasal 1

Dalam Pera’turah”Bupati ini yang dimakSud dengan:

1.
2.
3.

Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.

Bﬁpati adalah Bupati Karanganyar.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerﬁah yang fnemimpin
pelaksanaan urusan - ?emerintéhan yang menjadi

kewenangan Daerah otonom.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan ‘

Déwan Perwakilan = Rakyat Daerah dalam



pényelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah.

-Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat

Daerah di 11ngkungan Pemermtah Daerah. -

Satuan Polisi Pamong Praja yang selanJutnya dlsebut
Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk
untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan

Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertlban umum

. dan ketenteraman = serta menyelenggarakan

pehndungan masyarakat

Tim Pembmaan dan Pengawasan adalah Tim yang
dibentuk oleh Bupati yang bertugas membantu Bupati
dan Kepala Daerah ‘melaksariakah pe'mbinaan dan
pengawasan sesuai tugas pokok dan fungsri sukatuk
Perangkat Daerah. o
Inspektorat adalah Inspektorat Daerah.

9. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-

10.

11.

12.

13.

" Badan yang tidak memenuhi kewajibannya atau

14,

; undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah dan Bupati.‘

Peraturan =~ Bupati adalah ' peraturan perundang-
undangan yang dltetapkan oleh Bupati. '
Sanksi Administratif adalah 1nstrurnen hukum yang
dapat ~ -dikenakan kepada Pelanggar yang ‘tidak
memenuhi keWajibannya atau melanggar larangan
yang ditentukan oleh peraturan perundang undangan
yang berlaku. » »
Pelanggar adalah Orang Pribadi atau Badan yang
melakukan pelanggaran “ketentuan  peraturan
perundang—undangan

Pelanggaran adalah perbuatan Orang Pribadi atau

~melanggar larangan yang ditentukan oleh peraturan

perundang-undangan yang berlaku. v
Masyarakat adalah orang’ perseoraﬁgan, kelompok

orang termasuk kelompok hukum adat, korporasi, dan



15
| ) dlslngkat PPNS adalah PeJabat Pegawal Negeri Sipil

~atau’ pemakngku ‘képentingan non pemerintah lain

dalam penyelenggaraan Pemerlntahan Daerah.

Peny1d1k Pegawa1 , Negerl Slpﬂ yang " selanjutnya"

tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang—

g ‘,Undang yang menjad1 dasar hukumnya masing- masmg

dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah»y‘

",koordlnam dan pengawasan Penyldlk Pohsl Negara“7

16.

17.

18,

10,

v Repubhk Indonesaa Sar

Perlngatan Llsan / Teguran Llsan adalah bentuk Sank51
jVAdmlnlstratlf yang d11akukan oleh Pejabat yang

: berwenang pada saat mehhat atau mengetahu1 adanya

- suatu Pelanggaran atau‘ kewajlban yang “tidak

d11aksanakan‘ oleh Orang Pr1bad1 atau Badan,

e d11akukan secara. lisan- dan dltuangkan dalam Bemta :

Acara yang d1tandatangan1 bersama antara Pembern
| Perlngatan dan Penerlma Permgatan -
fPerlngatan Tertuhs/Teguran Tertuhs adalah bentuk'\
,L‘Sank81 Adm1n1strat1f yang dllakukan oleh Pejabat yang
' berwenang

’Pencabutan Izin adalah salah satu bentuk Sanksr;

Adrmnlstratlf Penamkan Kembah Keputusan Yang E
Menguntungkan dalam hal 1n1 Izm yang d1m111k1 oleh 2
Pelanggar ' : ' L ‘

Pembongkaran adalah salan ‘satu bentuk Sankéi '

‘Admlmstratlf Tlndakan Paksa Pemerlntah dalam hal

X ini : berupa i pembongkaran terhadap,

20,

- 21.

,bangunan/ tlang/ benda lam yang melanggar peraturan -
‘perundangan - ' ‘
Denda Admlnlstratlf adalah salah satu bentuk Sanksi -
bAdmlnlstratlf berupa pengenaan kewajlban membayar" :
7 sejumlah uang ke Rekenlng Kas Daerah

Uang Paksa (dwangsom) adalah ~salah satu bentuk

Sanks1 Admlnlstratlf tambahan berupa pembebanan

‘b1aya yang d1kenakan dengan memotong Uang

- d amlnan ;



22 Uang Jaminan adalah Uang yéng dititipkziﬁ di Kas
Daerah oleh Masyarakat ses’ﬁai_- ketentuan ‘yang’
berlaku. ‘ B

23. S‘etiap Orang adaiah oraﬁg ‘per’se'orangan atau
korporasi. ’ | ‘

BAB II
'RUANG LINGKUP

Pasal 2 ,

(1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah_pengenaan
Sanksi Adfninistratif untuk pelanggaran Peraturan
Daerah dan Peraturan Bupati. ;

2) leecuahkan dari ketentuan sebageumana dimaksud
pada ayat (1) adalah pclanggaran ket,entu,an Pajak
Daerahdari pengenaan Denda Admiriistratif ,Retribusi
Daerah dan/atau yang sudah diatur dalam Peraturan

Bupat1 tersend1r1

BAB III
JENIS DAN PRINSIP SANKSI ADMINISTRATIF

_ Pasal 3
(1) Jenis-jenis Sanksi Admmlstratlf antara lain:
| a. Peringatan Lisan/Teguran Lisan;
b. Peringatan Tertulis / Teguran Tertulis;
c. ,"I‘indakan Paksa Pemerintah,: berupa:
1) Pembatasan Kegiétan Usaha;
- 2) Penghéntian Sendentara sebagian atau seluruh .
Kegiatan Usaha; :
3) Pembekuan Keg1atan Usaha
4) Pembongkaran '
5) Pengembalian ke keadaan semula; dan
_ 6) bentuk tindakan paksa lainnya.
d. Penarikén' - Kembali R Keputusan : yang
' Ménguntungkan, berupa : o
.1). Pencabutan Iziﬁ /Rekomendasi;

'2) Penghentian/ Pencabutan Insentif; dan



o

| 3) Kepufusan/kebijakaﬁ lain yang selama  ini
' merupakan hal menguntungkan bag1 Pelanggar |

‘e. Denda Adm1n1strat1f dan

: f. . Pengenaan Uang Paksa. T :
@ Pejabat © yang berWenarig ‘.‘menjatuhkan ~ Sanksi
.Admlmstratlf adalah S R ‘ -

a. Kepala Perangkat Daerah yang memb1dang1 untuk

”penjatuhan Sank31 Admmlstratlf . sebagalmana -

i ~ dimaksud ayat (1) huruf a, dan huruf b;

b. ‘Bupa‘a untuk penjatuh'an‘ 'Sanksi Administratif :

: sebaga1mana dimaksud ayat (1) huruf c, huruf d,

huruf e dan huruf f; dan

- .c. Bupatl “untuk penjatuhan Sanks1 » Admihistrafif

- Tindakan Paksa Pemermtah berupa Pembongkaran
“Pengembahan ke keadaan semula ~dan bentuk.
tlndakan paksa lamnya yang dlkenakan Sanksi

"Tambahan berupa Uang Paksa (dwangsom)

, Pasal 4
Pengenaan Sank31 Admlmstratlf sebagalmana dimaksud

dalam Pasal 3, disesuaikan ,dengan jenis Sanks;T ‘v

8 ;Admlmstratlf yang diatur' pada peraturan daerah atau

peraturan bupat1 yang mengatur pelanggarannya
Pengenaan Sankm Administratif sebagalmana dlmaksud -

‘dalam Pasal 3 dapat dllaksanakan secara berj enjang

Pengenaan‘ secara berjenjang sebagalmana dimaksud

pada ayat (2) mmerupakan B pengenaaﬁ Sanksi :
'-,Admmlstra‘af dllakukan secara bertahap dam yang

: pahng ringan ke yang pahng berat.

leecuahkan; dari ketentuan' pengenaan Sanksi

vAdm1n1strat1f berJenJang sebagalmana dlrnaksud pada', g

e ayat (2), apab1la terdapat keadaan mendesak
(S)

Keadaan mendesak sebaga1mana d1maksud pada ayat

;(4) ‘adalah:

A Pelanggaran yang mengaklbatkan korban memnggal '

duma

b Pelanggaran yang mengaklbatkan bencana



.

Pelanggaran yang telah menJadl salah satu unsur

"~dalam ‘suatu Perkara Pidana - yang telah dlputus

- .‘bersalah dalam ' sebuah Putusan yang tela_h’

berkuatan hukum tetap, dan

-vy,dv.'-; Pertlmbangan mendesak laJnnya yang dltetapkan;'

-

i pengawasan pelaksanaan ~ Peraturan ' Daerah dan'

(:_3)

@

e

E oleh Bupat1

. BABIV
PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

Kepala Perangkat Daerah - melakukan pemblnaan dan

Peraturan Bupati yang sesuai bldang tugasnya

Dalam rangka pelaksanaan pemblnaan dan pengawasan :

*sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dapat lerbentuk

Tim Pengawasan dan Pemblnaan

Tim Pemblnaan dan Pengawasan sebagaimana

dimaksud pada' ayat (2) dltetapkan oleh Bupatl atau R

Kepala Perangkat Daerah sesual kewenangannya

Tim Pemblnaan dan Pengawasan melaksanak’an‘
pemblnaan dan pengawasan secara rutln dan terjadwal = -

dan bertanggung Jawab kepada Bupat1 me1a1u1 Kepala.

Perangkat Daerah

Kepala Perangkat Daerah- melaporkan hasﬂ pemblnaan’

’dan pengawasan pelaksanaan peraturan daerah dan

peraturan bupatl kepada Bupat1 pahng sedikit 1 (satu)

= kah setlap semester '

Pasal 6 ) _

Tim Pembmaan 'dan: Pengawasan - ‘sebagaimana

’ d1maksud dalam Pasal 5 bertugas untuk:

[ a melaksanakan pemb1naan terhadap pelaksanaan

peraturan daerah dan peraturan bupatl sesual
' b1dang fungsmya yang dnntegras1kan dalam keglatan
lsecara rutln dan terjadwal ‘baik formal maupun

o 1nforma1 o



e

b.‘rmelaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan

_ ‘secara rut1n maupun 1n31denta1 sesual kebutuhan;

C. menyusun perhitungan keruglan yang ditimbulkan-
atas suatu pelanggaran sebaga1 dasar pengenaank/‘ :

k : ‘Denda Adm1n1strat1f

od. menyusun dan menandatangam ‘ Beryitay Acara

Pemerlksaan Berlta Acara Pengenaan Sanksi
Admlnlstratlf dan Berlta Acara Perhltungan Keruglan, -

dan :

e melaporkan hasil pelaksanan tugas képada Bupati

@

-‘melalm Kepala Perangkat Daerah yang membldang .
Keglatan yang bersangkutan

Keg1atan sebagalmana dlmaksud pada iay‘atf (1) -

f imerupakan keglatan yang menJadl tugas kdan}"

, kewenangan suatu Perangkat Daerah yang pembinaan

‘,‘dan pengawasannya dllaksanakan oleh Tim Pemblnaan :

- dan Pengawasan sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 5 '

)

=ayat (2).:

~ BABV
'PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Baglan Kesatu
Umum ’
'PaS'al 7 “

Pengenaan Sanksi kAdministratif yang diatur dalam

Peraturan Bupat1 ini dlgunakan sebagal pedoman dalam -

melaksanakan _pengenaan Sank31 Administratif atas

; pelanggaran peraturan daerah atau peraturan bupatl

Dalam hal pada peraturan daerah - atau peraturan

’bupatl yang mengatur pelanggaran sudah mengaturv‘

Jumlah dan' batasan »waktu pengenaan Sanksi

‘ Adm1mstrat1f maka prosedur yang digunakan adalah

;ketentuan sebaga1mana tercantum pada peraturan



(3)

(1)

i Permgatan Lisan/Teguran- Lisan yang disampaikan

(2

daerah ataﬁ peraturan bupati yang mengatur
pelanggarannya

Yang d1maksud jumlah dan batasan waktu sebagalmana

d1maksud pada ayat (2) adalah Jumlah pada Peringatan

L1san/Teguran Lisan, dan batasan waktu adalah batas
waktu adalah batas antara Peringatan Lisan/Téguran

Lisan I dan Peringatan Lisan/Teguran Lisan II.

" Bagian Kedua

Peringatan Lisan

Pasal 8
Berdasarkan hasil pembinaan dan pengawasan dari
Tim, apablla ditemukan pelanggaran maka Kepala

Perangkat Daerah atau Tim langsung memberlkan

kepada Pelanggar.

Pefirigatan Lisan /Tegurah Lisan sebagaimana dimaksud

- pada ayat (1) dilaksanakan dengan tata cara sebagai

berikut: | » | _
a. Pelanggar/yangk ldianggap' rhewakili/ | yva'ng v
- bertanggung jawab ‘ ‘pada kegiatan dan Pejabat
bertatap muka dalam ruang kdan kesempatan yang
‘sama; B | ' : '
b. Pejabat menyatakan bahwa akan disampaikan

Peringatan Lisan/ Teguran Lisan kepada Pelanggar;

¢. Peringatan lisan d1sampa1kan dengan Jelas diawali

dengan kata-kata :

“Pada hari ini, tanggal .disampaikan Peringatan
lisan kepadé Saudara .... karenévtelavh’ melanggar
ketentuan ....... selanjutnya dalam waktu paliﬁg lama
....hari harus telah ...... .

Demi}k.ian p»e'ringat‘an. ini disampaikan untuk

ditindaklanjuti.”



d dltuangkan dalam Berita  Acara ‘Pembe’fian .
Permgatan Lisan /Teguran L1san yang d1tandatangan1

_oleh Pemberi Permgatan dan Pelanggar

e. Apabila Pelanggar tldak mau menandatangam Berlta' L

: Acara ‘maka dapat d1m1ntakan kepada saks1 yang L

berada d1 ’ lokas1 pada saat - permgatan lisan
_7 ;d1sampa1kan 5 i ‘ '
- (3) Peringatan Llsan/ Teguran | Llsan pahng banyak '
| d11akukan 2 (dua) kali dengan jeda waktu pahng lama |
14 (empat belas) hari kerja ' E

: '(4) Format Berlta Acara Permgatan Llsan sebagalmana
’ tercantum dalam Lampiran yang merupakan baglanv
i - ,yang tldak _terplsahkan dari ketentuan Peraturan Bupati

ini. -

Bagian Ketiga |
~'Pe,1"‘ing‘atar1 Tértl.llis; ’ : s
| ; Pasal 9 |
(1) Apablla dalam Jangka Waktu sebagalmana d1maksud[<
’ dalam Pasal 8 ayat (3) Pelanggar t1dak mengmdahkan o
'Permgatan L1san/Teguran L1san ‘maka: . o |
a. Kepala Perangkat Daerah - menetapkan Permgatan”

"Tertuhs pertama kepada Pelanggar

- b. apabila dalam Jangka Waktu yang telah dltentukan R

- dalam Permgatan Tertuhs pertama tidak dﬂakukan v
~ rperbalkan oleh Pelanggar maka,;

c : Kepala Perangkat Daerah menetapkan Permgatan’

; ~ Tertulis kedua kepada Pelanggar ; . ,

: d apabila dalam Jangka Waktu yang telah dltentukan
kdalam Permgatan tertuhs kedua t1dak dilakukan .
~perba1kan oleh Pelanggar maka; :

e. Kepala— Perangkat Daera}hﬂmenetapkari_ P‘e‘r'ingatank’, ,

~ Tertulis ketiga kepada“Peyla’nggaf disertai penegasan
;: bahwa : Pering}atan‘ ‘ Tertulis ketiga ini adalah

. Peringatan tertulis tefakhit, dan selanjutnya apabila



tetap diabaikan: rﬁéka kepada Pelang’garv akan -
dikenakan ' Sanksi Adm1n1strat1f launnya sesuai

ketentuan peraturan perundangan

(2) Dalam hal pembmaan dan pengawasan d11akukan oleh ,

T1m, maka o B
a. Tim membuat Berita Acara has11 pengawasan dan
dlsampalkan kepada Kepala Perangkat DaerahA

- disertai data dan fakta pelanggaran yang dltemukan,

‘ :vb,‘_"'Be'rdasrayfkan ‘Byerita Acara hasil» pen'gawasan'

@

: tercantum dalam Lamplran yang merupakan bag1an, o

1 (1)

’sebagaumana dlmaksud pada huruf a, Kepala

i vPerangkat Daerah melakukan tindakan sebagalmana

‘ zdlmaksud pada ayat (1) huruf a sampa1 dengan S
hurufe ' '

Format Berlta Acara Permgatan Tertuhs sebagalmanaA v_

“yang tldak terplsahkan dari Peraturan Bupati ini.

Baglan Keempat '

Tlndakan Paksa Pemerlntah

Pasal 10

Apablla dalam jangka . waktu sebageumana dimaksud

~ dalam Pasal 9 Pelanggar tidak - menglndahkan maka

~ Kepala Perangkat Daerah melaporkan kepada Bupatl

| Has11 Pengawasan dan deakan yang berisi:

a. jenis sank31 admlnlstratlf yang telah dljatuhkan dan e

b. kajlan terka1t upaya selanjutnya sesual ketentuan

o peraturan perundangan yang berlaku

Berdasarkan Laporan sebagalmana dimaksud pada ajrat
(1), Bupat1 menugaskan Kepala Perangkat Daerah untuk
melaksanakan pengenaan Sank31 Administratif ,«

Tlndakan Paksa Pemermtah sesual ketentuan Pasal 30

i ‘ ;'ayat (1 ) hurufc



(1)

(3)

Pasal 11

DaIam mélaksanakan pengenaan Sanksi Administratif

‘sebagaimana dimaksud dalam PaSal 10 ayat (2), Kepala

Perangkat Daerah berkoordinasi = dengan Kepala
Perangkat Daerah yang membidangi ketertiban
dan/atau Kepala Perangkat Daerah yang membidangi

perizinan.

"Sanksi Administratif Tindakan Paksa Pemerintah

sebagaimana dimaksud daiam Pasal 3 ayat (1) hufuf c,
ditetapkan dalam Kepufusan Kepala Perangkat Daerah

teknis.

,' Keputusan sebagaumana d1maksud pada ayat (2) paling

sedikit memuat ketentuan mengenal

a. rumusan pelanggaran;ﬂi yang dilakukan = disertai

keterangan dasar peraturan;

- b. identitas pelanggar;

~c. jenis dan nama Sanksi Adm1mstrat1f yang dikenakan;

d. Jangka waktu /waktu pelaksanaan Sa.nk51

- e. akibat hukum ‘Sanksi' Administratif ini terhadap

Pelanggar; dan V

“f. tanggal mulai berlaku sanksi.

(4)

Ketentuan _mengenal tekms pengenaan  Sanksi

Administratif Tlndakan Paksa Pemermtah dlatur oleh

- Kepala Perangkat Daerah yang mernb1dang1 Kegiatan

(1)

dimaksud. ,

‘Bagian i{elima,

Penarikan Kembali Keputusan Yang Menguntungkan

_ Pasai 12
Bupaﬁ ‘berdasarkan rekomendasi Kepala Perangkat
Daerah yang membidaﬁgi Kegiatan menetapkan vSanksi :
Administratif Penarikan ,4Kembali Kepuiusan Yang'
Menguntungkan selama ini bagi Pelanggar.
Penetapan Sanksi Administratif éebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



Bagian Keenam

Denda Administratif

Pasal 13 »
(1) Dendé Administratif didasarkaﬁ pada kerugian yang
ditimbulkan oleh suatu pelanggaran. |
(2) Denda Administratif disetor ke Kas Daerah.

Pasa1:14
Pengenaan Denda Administratif sebagai Jenis Sanksi
Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat
' “(1), berlaku ketentuan sebagai'berikutzb
a. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Kegiatan
memberikan rekdnﬁendasi kepada Bupati untuk
- pengenaan Denda Adminitrasi; | -
b. rekomendasi sebagaimana‘ dimaksud pada huruf a
paling sedikit memuat: | v "
1. pertirhbangan pemberian Sanksi Administratif;
2. perhitungan nilai kerugian dan besaran: Denda
Administratif yang direkomendasikan;
3. jangka waktu; dan
4, aki_bat hukum Sanksi Administratif ini ferhadap
Pelanggar. ' | »
e Bupati = berdasarkan rekbmendasi sebagaimana
dimaksud pada huruf Vb,' menetapkan keputusan

tentang Denda Administratif. -

Pasal 15 ,
(1) Denda Adrﬁinistratif besarnya dinyatakan dalam:

a. nilai rupiah tertentu; ‘

b. kelipatan ‘nilai tertentu dari nilai kerugian yang
ditimbulkan pada pelanggaran yang dapat dihitung
Secaré nominal; |

C. pérsentase tertentu dari nila‘iy kerugian yang
ditimbulkan pad'ra pelanggérén yang dapat dihitung

secara nominal;



(3)

(5)

(6)

d.. nilai rupiah minimum" sampai dengan maksimum;

atau - .. : :
€. kelipatan minimum safnpai dengan maksimum dari

‘nilai kerugian yang" ditimbulkan pada pelanggaran

yang dapat dihitung secara nominal.
Besarﬁya Dend‘a Administratif yang dinyatakan dengan

nilai rupiah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a, ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
Besarnya Denda Admlmstratlf yang dinyatakan dengan
kelipatan nilai tertentu dari n11a1_kerug1an sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)'huf'uf b, diperoleh dari perkalian
kelipatan tertentu dengan nilai kerugian yang
timbulkan. o e
Besarnya Denda Administratif yangv dinyatakan dengan
persentase tertentu dari nilai kerugian yang ditimbulkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, diperoleh

dari perkallan persentase tertentu dengan nilai keruglan

’yang d1t1mbu1kan

Besarnya Denda Admlmstratlf yang dlnyatakan dengan
nilai ruplah minimum sampai dengan maksimum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,
didasarkan pada berapa _kali pelanggaran dilakukan’.

Besérnya ‘Denda Administratif yang'dinyatakan dengan
kelipatan minimum sampai dengan maksimum dari nilai
kerﬁgiari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,

dilaksanakan berdasarkan berapa kali pelanggaran

. dilakukan.

XY

Penetapan besarnya Denda Administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan

perhitungan dan pertimbangan dari-I{epaia Perangkat

- Daerah/Tim Pembinaan dan Pengawasan.



(D

(2)

Baglan KetuJuh

, Uang Paksa (Dwangsom)

Pasal 16
Untuk  Sanksi - Administratif Tindakan Paksa
Pémerintah- berupa ‘Pembon‘gkaran,‘ Pengembalian ke
‘keadaan semula, dan bentuk tindakan paksa lainnya'
dapat dikenakan Sanksi Administratif Tambahan
berupa pengenaan Uang Paksa (dwangsom).

Uang- Paksa (dwangso m) didasarkan pada

‘pertimbangan antara lain:

a. pelanggar tidak mermhkl mat untuk mernperba1k1
dan , o
b. akibat pelanggarannya perlu segera dikembali pada

 keadaan semula.

Pasal 17

Pengenaan Sanksi Administratif Uang Paksa (dwangsom)

sebagai Jenis Sanksi Administratif tambahan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), ‘berlaku ketentuan

[

‘sebagai berlkut

a.

c.

Kepala Perangkat Daerah yang memb1dang1 Keglatan
memberlkan rekomendasi kepada Bupatl untuk
pengenaan Sanksi Admlnlstratlf Tambahan berupa Uang

Paksa (dwangsom);

.- Rekomendasi sebagalmana dlmaksud pada huruf a

palmg sedikit memuat:

1. pertimbangan pemberlan Sanksi Administratif; _
2. perhitungan nilai kerugian dan besaran Uang
. Paksa (dwangsom) yang direkomendésikan;

3. jangka waktu; dan .
akibat hukum Sank31 Adm1n1strat1f ini terhadap
Pelanggar

Bﬁpah berdasarkan  Rekomendasi sebagair’nana.

dimaksud pada huruf b, nienetapkan Keputusan

tentang Sanksi Administratif Tambahan.



(1)

(2)

@)

(4

, Pasal 18 ,
Pengenaan ’Uan.g Paksa (dwangsom)' -sebagaimana
dlmaksud dalam Pasal 16 d11akukan dengan langsung
maupun t1dak langsung.

Pengen‘aan | Uang Paksa (dw‘angsom) langsung

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan

dengan memotong sejumlah dana yang telah ditetapkan

oleh Pejabat yang berWenang terhadap Uang Jaminan ;

Pelanggar

Pengenaan Uang Paksa- (dwangsom) tidak langsung
sebagalmana dlmaksud pada ayat (1), dila_kukan
dengan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi
kégiatan "meingirimkar‘l Surat Tagihan Uang Paksa
kepada Pelanggar dengan mendasarkan Keputusan

Bupati sebagalmana dimaksud pada Pasal 17 huruf c.

‘Format Surat Tagihan Uang Paksa sebagaimana

tefSebut pada:Lampiran yang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PELAPORAN -

Pasal 19

- Kepala Perangkat Daerah tekn_is’ melaporkan hasil

pembinaan dan pengawasan kepada Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

| - Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, _maka:

a.

pelanggaran yang telah diproses pengenaan ‘Sanksi

Administratif dengan jangka waktu yang masih berj alan,

tetap berlaku sampai habis jangka waktunya; dan



b. pelanggaran yéng telah diproses namun belum
d1putuskan tata cara pengenaannya mendasarkan pada

| Peraturan Bupat1 ini.

| BABVII
KETENTUAN PENUTUP

| Pasal 21 _ ‘
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
\ diundangkan. o |
| Agar setiap = orang rmerigetahuinya, - memerintahkan -
pengundangan Peraturan - Bupati ini dengan
penempatannya  dalam  Berita Daerah  Kabupaten
Karanganyar. | |
SO Ditetapkan di Karanganyar |
pada tanggal 21 Februari 2020
BUPATI KARANGANYAR,
D

, ; JULIYATMQNO ‘
Diundangkan di Karanganyar | o
pada tanggal 21 Februarl 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
TTD

 SUTARNO
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2020 NOMOR 17

- Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT DAERAH




T A

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 17 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PENGENAAN

SANKSI ADMINISTRATIF
Format Berita Acara Peringatan Lisan
'BERITA ACARA
_ ' NOmOr «evevvienieriiinnnnn,

.. Pada han ,...;;..Q..., tanggal ....coviiiiene. 1) disampaikan Peringatan Lisan kepada .......... 2)
karena telah melanggar ketentuan pada Pasal ...... ayat...... Peraturan Daerah Kabupaten
Karanganyar/ Peraturan Bupati Karanganyar 3} Nomor....., ‘Tahun..... tentang....... yang
berbuny1 '

T O P S 4
Selanjutnya dalam waktu paling lama - ...5 hari harus telah
.......... ettt e siesrins O

Demikian peringatan ini. disampaikan dan dituangkan dalam Berita Acara untuk

" 'diti‘ndaklanj uti.

Yang memberi Peringatan Lisan, , .Yang dikenai Peringatan Lisan,

(nama dan tanda tangan) - ) ' (nama dan tanda tangan)

.....

...........................

-Saksi: L oo (namé dan tanda tangan)

2. verrereenn, (NAMAa dan tanda tangan) o

, Keterangan

2)

3)
4)
5)

6)
7

8)
9)

hari dan tanggal Peringatan L1san d1ber1kan

Pelanggar yang dikenakan Peringatan Lisan;

peraturan yang mengatur Pelanggaran yang dikenakan Sanks1 Adrmmstrauf
bunyi ketentuan yang dilanggar; :

jumlah hari yang diberikan kepada Pelanggar untuk memperbaiki
Pelanggaran/akibat Pelanggaran; -

tindakan yang harus dilakukan Pelanggar untuk memperba1k1
Pelanggaran/akibat Pelanggaran,; .

nama dan tanda tangan pemberi Peringatan Lisan;

nama dan tanda tangan dikenai Peringatan Llsan,

nama dan tanda tangan saksi.



B Format Permgatan Tertuhs
BERITA ACARA PERINGATAN TERTULIS KE ......
, e NOMIOT «vviiiieetsieaiannis : S
Pada harl, tanggal ..... dlsampalkan Permgatan Tertulls Ke.. kepada: »

\‘ ':Nama o D TR '
Alamat A e d , , ; ;
karena telah melanggar ketentuan pada Pasal ...... ayat..ﬁ..‘. Pefaturan Daerah Kabupaten:

' Karanganyar/ Peraturan Bupat1 Karanganyar 3) Nomor..;;.L Tahu'h ..... tentang....... yang
berbuny1 ‘ ’ 5 : N
............... 4 ,

Selanjutnya - dalam  waktu o ‘paling - lama = ...5) ~hari harus telah

i ‘~‘:Demikiaﬁ Peringatan Tertulis Ke... ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
',ditind'a,klanjuti;f",~ ' ' N ‘ , i

3 ‘Yang”menjﬂijervi Peringatan Tertulis, S Yang ydikeﬁabi Peringatan Tertulis,
' (nama:dan taﬁda tangan) ) L L : (nama'dgm tanda{,tangan)
R NI R e o e 8)
Saksit Lot (ﬁama dan tanda tangan)
20, ‘ .‘.’..‘(nam’a dan tanda tangan) 9

) erterangan

1) hari dan tanggal Perlngatan Tertulis d1ber1kan

. Pelanggar yang d1kenakan Peringatan Tertulis;
‘ peraturan yang mengatur Pelanggaran yang dikenakan Sank31 Admlmstratlf =

bunyi ketentuan yang dilanggar;

' Jumlah hari yang diberikan kepada Pelanggar untuk memperba1k1

~ Pelanggaran/akibat Pelanggaran; = : ~ ‘
‘tindakan yang harus dilakukan' Pelanggar untuk memperbalkl

Pelanggaran /akibat Pelanggaran;- e ‘
‘nama dan tanda tangan pemberi Permgatan Tertuhs

‘nama dan tanda tangan dikenai Permgatan Tertuhs

nama dan tanda tangan sak51



'C. Format Surat Tagihan Uang Paksa

Nom‘ori b RE ] .
Sifat : Segera o Yth. ... 1
- Lampiran :1 (satu) bendel 2 o di

KOP

Karanganyar, ...
Kepada

Perihal : Tagihan Uang Paksa o . Tempat

(Dwangsom) '

Dengan hormat,

Berdasarkan Keputusan Bupati Karanganyar Nomor ... Tahun...

.tentang... 3) kami sampalkan bahwa atas pelanggaran A, Saudara:
Nama :

Alamat D ververeieens
dikenakan Uang Paksa sebesar Rp... (...).9

‘Pembayaran Uang Paksa dilakukan melalui Bank ... 8 dengan nomor
rekening-,.. 7 paling lambat tanggal ... 8 '

Demikian untuk dapat segera dibayarkan.

KEPALA PERANGKAT DAERAH
YANG MEMBIDANGI KEGIATAN,

NIP. ..., %

Tembusan:

0 NO0Ul AW

. Bupati;

. Sekretaris Daerah;

. Inspektur

. Kepala Satpol PP; SR
. Kepala Badan Keuangan Daerah;

. Kepala Bagian Hukum Setda;

. Camat...; 10

. Lurah/Kepala Desa ...; 10 -

Keterangan:

1)
2)
3)
4)
S)
6)
7)
8)
9)

10) Camat dan Lurah/Kepala Desa setempat.

yang dikenai Uang Paksa (dwangsom}

lampiran berupa Keputusan Bupati menetapkan Uang Paksa;

Nomor Keputusan Bupati yang menetapkan pemberian Uang Paksa;
Pelanggaran yang dikenakan Sanks1 Administratif;

besaran Uang Paksa;

Bank pengelola Kas Daerah;

nomor rekening Kas Daerah;

tanggal paling lambat setor Uang Paksa;

nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah yang memb1dang1 kegiatan;

BUPATI KARANGANYAR,
TTD
JULIYATMONO



